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ABSTRAK 

Nama : Hendra Gunawan 

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara 

Judul : 
Analisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanjung 

Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembangunan di Desa Tanjung Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik 

contohnya, terutama perbaikan jalan utama desa Tanjung Medan, pembangunan 

Drainase primer, Pembangunan gorong-gorong, Jalan setapak, MCK umum, 

Pagar Masjid Istiqomah, Poskamling, rehap TK MDA, PAUD dan SD dan yang 

lebih disayangkan pembangunan TK belum ada dilakukan. Dan berdasarkan 

dalam menjalankan operasional pemerintahan desa masih membutuhkan 

pelatihan- peatihan dalam melaksanakan tugasnya Pelaksanaan operasional 

pemerintah Desa juga belum terealisasi dengan baik dapat dilihat jarangnya 

diadakan sosialisasi dengan aparatur pemerintah seperti LPM. Peningkatan 

kualitas untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Tanjung Medan sudah 

terlaksana dengan baik karena telah terdapatnya sarana prasrana kesehatan dasar 

seperti posyandu yang peningkatan dan pengembangannya dilakukan setiap tahun 

sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnyaibu-ibu 

dan anak-anak.  Penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah di Desa 

Tanjung Medan sudah dilaksanakan dengan baik seperti pelaksaan wirid atau 

pengajian yang diadakan setiap minggunya walaupun untuk penggajian guru 

tahsin belum jelas jumlahnya. Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan pembangunan desa di desa Tanjung Medan terdapat tiga faktor yang 

menghambat yaitu kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mengayomi 

masyarakat untuk terlibat dan aktif mulai dari perencanaan pembangunan hingga 

pelaksanaannya agar program yang di jalankan tepat sasaran. Selain itu, Kepala 

Desa seharusnya mengusai bidang-bidang pembangunan yang perlu ditingkatkan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa program 

dasar. Ketersediaan dana desa yang tidak dikelola secara efisien juga menjadi 

faktor penghambat. Dana desa yang tersedia di alokasikan pada program-program 

pembangunan fisik yang cukup besar, namun dalam pengelolaannya yang kurang 

tepat akan menyebabkan kekurangan dana pada program yang berjalan sehingga 

program lain terpaksa ditunda. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya aparatur 

desa bersama masyarakat sama-sama merumuskan rencana pengelolaan dana 

secara matang dan terealisitis agar mendapatkan gambaran penggunaan dana yang 

tepat. 

.  
Kata Kunci : Peranan, Pembangunan Desa, Pasilitas Umum Desa 
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ABSTRACT 

Name : Hendra Gunawan 

Study 

Program 
: Islamic Counseling Guidance 

Title : 
Analysis Of Development Implementation In Tanjung 

Medan Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency 

 

Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of 

development in Tanjung Medan Village has not fully gone well, for example, 

especially the repair of the main road in Tanjung Medan village, construction of 

primary drainage, construction of culverts, footpaths, public toilets, Istiqomah 

mosque fence, Poskamling, rehab TK MDA, PAUD and SD and what is more 

unfortunate the construction of TK has not been carried out. And based on 

running village government operations, they still need training in carrying out 

their duties. The implementation of village government operations has also not 

been realized properly, it can be seen that socialization is rarely held with 

government officials such as LPM. Improving the quality of public health services 

in Tanjung Medan Village has been carried out well because there are basic health 

infrastructure facilities such as posyandu whose improvement and development is 

carried out every year so that the benefits can be felt directly by the community, 

especially mothers and children. The implementation of religion and morality in 

Tanjung Medan Village has been carried out well, such as the implementation of 

wirid or recitations which are held every week, although the number of tahsin 

teacher salaries is not clear. Based on the factors that hinder the implementation of 

village development in Tanjung Medan village, there are three inhibiting factors, 

namely the leadership of the Village Head who does not protect the community 

from being involved and active from development planning to implementation so 

that the programs run are on target. In addition, the Village Head should master 

development areas that need to be improved in meeting the needs of the 

community, because there are still several basic programs. The availability of 

village funds that are not managed efficiently is also an inhibiting factor. The 

available village funds are allocated to physical development programs that are 

quite large, but in their inappropriate management, they will cause a shortage of 

funds for ongoing programs so that other programs have to be postponed. In 

addressing this problem, it is better if the village apparatus and the community 

together formulate a mature and realistic fund management plan in order to get an 

idea of the proper use of funds. 

Keywords: Role, Village Development, Village Public Facilities 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah diatur 

tentang pengertian desa, dimana menyatakan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dant radisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dalam 

(pasal 1). Desa sebagai tempat kesatuan atau perkumpulan penduduk itu memiliki 

wewenang dalam mengatur dan melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan 

penduduknya. Dimana badan yang bertugas dalam menyelenggarakan wewenang 

dan tugas tersebut adalah lembaga Pemerintahan desa, seperti kepala desa, 

perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, desa harus 

dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai 

kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan maysarakat inilah 

yang disebut otonomi desa. 

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan 

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 

menghormati otonomi asli desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
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mempunyai susunan asli berdasarkan hakistimewa, desa dapat melakukan 

perbuatan hukum serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. 

Desa dalam meningkatkan kesejahteraan adalah wajib melaksanakan dan 

menjalankan otonomi daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, 

dimana otonomi desa juga diatur dalam UU No 22 tahun 1999 yang menyatakan 

bahwa otonomi itu sangat luas, sehingga diberikan keleluasaan untuk mengadakan 

kegiatan ataupun suatu kreatif agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik.  

Setelah otonomi dilakukan maka perubahan pada sebuah desa akan diperoleh 

melalui otonomi tersebut dimana otonomi ini bersifat tradisional. Jadi apabila 

sebuah desa melakukan otonomi maka suatu desa siap untuk melakukan 

perubahan terhadap desanya tersebut. 

Tujuan pemberian otonomi desa adalah untuk memungkinkan daerah yang 

bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan dayaguna. 

Hasil dayaguna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap 

massyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi 

daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial 

keuangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah. 

Seperti halnya di kabupaten Kuantan Singingi dimana salah satu desa yang 

terdapat di Kecamatan Cerenti yaitu Desa Tanjung Medan. Di Desa Tanjung 

Medan sendiri tentu mempunyai hak otonom yang di atur pada Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014. Dengan mempunyai hak otonom, tentu desa berhak 

mengatur rumah tangganya sendiri, salah satunya dengan melaksanakan 

pembangunan. 
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Program Desa Tanjung Medan yang terletak di Kecamatan Cerenti adalah 

sebagai berikut:  

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Program pelayanan dasar infrastruktur. 

3. Program pelayanan pertanian dan perkebunan. 

4. Program pelayanan dasar kesehatan. 

5. Program pelayanan dasar pendidikan. 

6. Program penanggulangan kemiskinan. 

7. Program penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

8. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan Desa, aparatur 

Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan. 

9. Program ekonomi kerakyatan yang produktif. 

10. Program dana bergulir, agri bisnis dan manajemen usaha. 

11. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah. 

12. Program pemberdayaan lembaga adat. 

13. Program peningkatan sarana olahraga. 

Desa Tanjung Medan yang terletak di Kecamatan Cerenti adalah Desa yang 

patut mendapatkan perhatiaan dalam pembangunan. Dari data Indeks Desa 

Membangun yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa dan Transmigrasi, Desa 

Tanjung Medan masih berstatus berkembang. 

Salah satu desa yang berstatus berkembang adalah desa Tanjung Medan. 

Pembangunan Infrastruktur dari segala sektor sangat dibutuhkan untuk desa yang 
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masih berstatus berkembang salah satunya di desa Tanjung Medan, guna untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Desa Tanjung Medan dalam pembangunan Infrastruktur telah merencanakan 

program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut program 

pembangunan desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 

Singingi dapat dilihat dari tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Program Kerja Desa Tanjung Medan Tahun 2020 

No Pembangunan Target Terelaisasi 
Tidak 

terealisasi 

Persent

asi 

1 
Jembatan Semi 

Permanen 

1 Unit 1 - 100% 

2 Drainase Primer 3700 m 1200 2500 32,43% 

3 Dranase sekunder 2400m 1600 800 66,66% 

4 GapuraKuburan 1 Unit 1 - 100% 

5 
Pembangunan gorong-

gorong 

19 Unit 9 10 47,36% 

6 Semenisasi 100 m 100 - 100% 

7 Jalansetapak 1000 m 350 650 35% 

8 MCK umum 6 Unit 1 5 16,66% 

9 
Pagar Masjid Nurul 

Huda 

350 m 150 200 42,85% 

10 Sumur Umum 5 Unit 2 3 40% 

11 Rehabilitasi Surau  1 Unit 1 - 100% 

12 Pengadaan lampu jalan 290 Unit 70 210 24,13 

13 
Rehab ruang kantor 

desa 

1 Unit 1 - 100% 

14 
Rehab LapanganVolly 

ball 

1 Unit 1 - 100% 

15 Renovasi masjid 1 Unit 1 - 100% 

16 
Renovasi rumah tidak 

layak huni 

5 Unit 3 2 60% 

17 
Semenisasi jalan 

setapak 

7650 m 4500 3150 58,82% 

18 Tanah timbun 100 m
3
 50 50 50% 

19 Penghijauan 7500 btg 2000 5500 26,66% 

20 Gedung TPQ 1 Unit - 1 100% 

Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan 2020 
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Dari tabel diatas, menunjukkan masih adanya program kerja yang belum 

terealisasi sesuai dengan target direncanakan. Hanya terdapat 8 program yang 

mencapai target 100% yaitu pembangunan Jembatan Semi Permanen, Gapura 

Kuburan, Semenisasi, Rehab Surau, Rehab ruang kantor desa, Rehab Lapangan 

Volly ball, Renovasi masjid dan Gedung TPQ, sementara target yang tercapai 

diatas 50 % yaitu program pembangunan Drainase sekunder, Renovasi rumah 

tidak layak huni, Semenisasi jalan setapak dan Tanah timbun. Sedangkan 

pembangunan yang berada dibawah 40% yaitu pembangunan Drainase primer, 

Pembangunan gorong-gorong, Jalan setapak, MCK umum, Pagar Masjid 

Istiqomah, Poskamling, Pengadaan lampu jalan dan Penghijauan. 

Disini juga saya jelaskan bahwa di desa kami yaitu Desa Tanjung Medan 

tidak memiliki Pos Kamling ataupun Pos Ronda sedangkan kita lihat dari segi 

kejahatan yang terjadi masih sering terjadinya kemalingan di desa saya. Ini sangat 

mempengaruhi ketentraman dan kenyamanan masyarakat setempat. Sangat 

pentinglah pemerintahan setempat (kepala desa) untuk membangun infrastruktur 

demi kepentingan bersama. 

Pencapaian target dari perencanaan pembangunan Infrastruktur tentunya 

merupakan sesuatu yang sangat penting agar mampu menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Namun di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten 

Kuantan Singingi masih terdapat kendala-kendala dalam merealisasikan program 

pembangunan infrastruktur yang direncanakan, sehingga tidak maksimalnya 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya target yang belum 

tercapai dalam program pembangunan infrastruktur juga berimplikasi terhadap 
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Indeks Desa Membangun dimana Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi masih berstatus berkembang, hal ini tak terlepas dari 

banyaknya target yang belum terealisasi pada pelaksanaan pembangunan 

Infrastruktur di Desa Tanjung Medan. 

Dari pemaparan diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tanjung Medan 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis rumusan malasah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan 

Cerenti? 

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung 

Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung 

Medan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa 

Tanjung Medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa dalam membangun 

Desa Tanjung Medan. 

2. Diharapakan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang  

hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa. 

4. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih peduli 

terhadap program-program pembangunan di desa untuk mencapai 

pembangunan yang maksimal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, serta sistematika penelitian. 

Bab II  : Telaah Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 

penulisan, pada akhir bab ini akan di uraikan juga kerangka 

pemikiran, konsep operasional  
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Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini merupakan yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi 

penelitian yang, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisis data. 

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografis, struktur 

organisasi, dan uraian tugas sub-sub bagian 

Bab V  : Pembahasan hasil Penelitian 

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.   

VI  : Penutup  

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang di 

perlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1  Otonomi Desa 

Otonomi desa menurut Widjaja (2003:165) merupakan otonomi yang asli, 

bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 

pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi asli seperti yang termuat 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 adalah kewenangan 

pemerintah desa dalam mengatur dan  mengurus masyarakat setempat didasarkan 

pada hak dan asalu usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada 

masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi 

pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.  

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara bangsa 

ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya 

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa 

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya 

sendiri sertarelatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat 

keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang 

paling konkret. 

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan 

dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. Sedangkan 

sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam 

Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh 

kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. 

(Widjaja:2005:4). 

Berbicara mengenai otonomi desa, menurut Undang-undang No.6 Tahun 

2014 desa mempunyai kewenangan dalamm penyelenggaraan pemeerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan adat istiadat desa. 

Soetardjo (Hanif Nurcholis, 2001: 21) mengatakan bahwa desa adalah 

lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri 

berdasarkan hukum adat. Berikut ini Soetardjo menguraikan bentuk dan isi 

otonomi desa : 

1. Di bidang lapangan pertanian 

Desa memikul tanggung jawab atas tersedianya pangan bagi wargamya, 

menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan 

pendapatan petani, mengatur tanah komunal, menetapkan hak dan 

kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai tanah 

komunal tersebut, memelihara tanah pangonan, memelihara dana mengatur 

sistem pengairan, serta memelihara pelabuhan air. 
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2. Di bidang keagamaan  

Desa berkewajiban menjaga keharmonisan antar warganya, untuk itu perlu 

ada tugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan 

keagamaannatau keharmonisan di desa. 

3. Di bidang kesehatan rakyat 

Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan warganya, 

menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan, dan menggerakan 

pembangunan berwawasan kesehatan. 

4. Di bidang pengajaran/pendidikan 

Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usian sekolah dan menyuruh 

orang tuanya memasukan anaknya kesekolah desa atau sekolah rakyat. 

Mengontrol anak-anak usia sekolah ini agar tetap masuk sekola. Anak-

anak kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari dan dibujuk unutk masuk 

sekolah. Pemerintahan desa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan 

gedung sekolah, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, 

kesejahteraan guru dan penjaga, dan keamanan sekolah. 

5. Di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat 

Desa punya hak untuk menyelenggarakan pasar desa, pasar desa dikelola 

oleh desa sendiri. Dan desa secara otonom berhak mengatur sistem 

keamanan desa secara menyeluruh. 
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6. Hak atas tanah 

 Desa mempunyai dua hak atas tanah: 

a. Hak yayasan, yaitu hak yang diberikan kepada seorang warganya 

untuk memiliki secara perorangan. 

b. Hak komunal, yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap. 

7. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong-royong 

8. Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengerahkan warganya bekerja 

bakti untuk kepentingan desa. 

9. Di bidang sioman, biodo atau arisan 

Sioman, biodo atau arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang 

bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama. 

10. Di bidang pengadilan desa pengadilan desa adalah lembaga hukum asli 

yang dimiliki oleh hamir semua desa di Indonesia 

2.2  Administrasi Pembangunan 

 Menurut Herbert A. Simon (2003:5) Administrasi dapat dirumuskan 

sebagai kegiatan kegiatan kerjasama untuk mencapai kegiatan, sedangkan 

menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan 

proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam 

pelaksanaan yang pada umumnya yang dilakukan oleh dua orang manusia atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang tealh ditentukan sebelum nya. Lebih lanjut, 

Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai 

proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai 
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tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dalam KBBI 

(Kamus besar Bahasa Indonesia) administrasi adapat di artikan sebagai berikut: 

a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-

cara penyelenggaraan pembinaan oranisasi, 

b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan 

untuk mencapai tujuan, 

c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 

d. Kegiatan kantor dan tata usaha (dalam Afifudin 2012: 5) 

 Selanjutnya pengertian pembangunan seperti yang dikatakan Spalding 

(dalam Tjockroamidjojo, 1991:223) adalah  suatu proses perubahan yang 

berkelanjutan dan terus menerus dari suatu  keadaan yang lebih baik, yang 

meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lain hal nya dengan 

Sondang P. Siagian (2008) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu 

rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahanyang secara 

terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa. 

2.3  Pembangunan Desa 

Pembangunan desa sangat diperlukan pada setiap daerah, karena sebagian 

besar masyarakatnya bercocok tanam atau bekerja sebagai petani dan tinggal di 

pedesaan. Pembangunan desa adalah mengilangkan atau mengurangi berbagai 

hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan 

keterampilan, kurang kesempatan kerja dan sebagainya. Pembangunan desa 

adalah suatu proses usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup 



14 

 

 

 

masyarakat, mengintegrasi kehidupan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan 

memungkinkan mereka memberikan seumbangan sepenuhnya kepada itu sendiri 

(Taliziduhu Ndraha 1991:11). 

Selanjutnya Siagian (2005:108) mengatakan pembangunan desa adalaah 

keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa 

dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta 

memperbesar kesejahteraan dalam desa.  

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 

menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penganggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, seta pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sesuai dengan undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan 

Pembangunan Desa:  

(1)  Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

(2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun 

secara berjangka meliputi:  
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a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun;  

b.  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun.  

(3)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa.  

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa.  

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal 

Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada 

Desa.  

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota.   



16 

 

 

 

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:  

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.  

(2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa.  

(3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, 

program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.  

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:  

a.  Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;  

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 

tersedia;  

c.  Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;  

d.  Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan  
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e.  Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.  

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:  

(1)  Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa.  

(2)  Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan 

semangat gotong royong.  

(3)  Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.  

(4)  Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 

(5)  Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada 

Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.  

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa: 

(1)  Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan 

pelaksanaan pembangunan Desa. 

(2)  Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa.  
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(3)  Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan 

terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa.  

(4)  Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui 

layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah 

Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.  

(5)  Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 

menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.  

Menurut Fellmann  (Fellmann & Getis, 2003: 357), pembangunan desa 

adalah : 

1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri, 

sehingga berguna dalam produksi barang. 

2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam 

tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. 

Menurut Mosher (Mosher, 1969: 91), pembangunan desa bertujuan untuk: 

1. Pertumbuhan sektor pertanian. 

2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri ke 

dalam pola utama kehidupan yang sesuai. 

3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi kepada 

seluruh penduduk. 
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2.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan di Desa 

Perkembangan setiap desa berbeda-beda, ada desa yang sangat maju dan 

ada desa yang sangat lambat dalam pertumbuhannya. Ada beberapa istilah untuk 

desa dengan hasil pencapaiannya, antara lain desa tradisional, desa swadaya, desa 

swakarya (berkembang) dan ada juga desa swasembada (maju). Tentunya 

perkembangan pembangunan desa tidak terletak hanya pada hasil fisik saja, tetapi 

dapat di lihat pada sumber daya manusianya. 

Menurut kepala LIPPI, prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa  

kemajuan atau kemunduran suatu desa tergantung 3 unsur yaitu: 

1. Kondisi Geografis 

Kondisi geografis yang meliputi lokasi desa, morfologi, kesampaian desa 

dengan desa atau daerah lain. Kondisi ini sangat berpengaruh sekali 

terhadap perkembangan pembangunan desa, karena dengan kondisi 

geografis dan kesampaian desa yang susah di akses/dijangkau tentunya 

akan menimbulkan desa tidak cepat berkembang, hal ini berhubungan 

dengan infrastruktur. Suatu desa tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

berhubungan/interaksi dengan desa di sekitarnya, baik desa dengan desa 

maupun desa dengan kota. Hubungan ini dapat dilakukan melalui jaringan 

infrastruktur jalan, komunikasi serta transportasi yang memadai. 

2. Sumber Daya Manusia 

Potensi sumber daya manusia sangat penting dalam menunjang 

perkembangan pembangunan desa, sumber daya manusia dalam hal 

meliputi : 
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a. Tingkat pendidikan 

b. Jiwa kepemimpinan 

c. Pola pikir dan karakter 

d. Ketrampilan dan pengetahuan. 

Sumber daya manusia ini berpengaruh terhadap pengetahuan , kesadaran 

dan pemahan mereka. 

3. Potensi Sumber Daya Alam 

Potensi suatu desa merupakan salah satu faktor dimana suatu desa akan 

mengalami perkembangan pembangunan yang pesat atau lambat. Potensi 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi 

sumber daya manusia. Dalam hal potensi sumber daya alam, hal ini 

berhubungan dengan apa yang bisa dihasilkan atau dimanfaatkan oleh desa 

tersebut sebagai salah satu komoditi ekonomi. Sebagai contoh, apabila 

suatu desa mempunyai sumber daya alam (migas, bahan galian strategis, 

dll), dapat dimanfaatkan sehingga akan berdiri suatu industry tentunya hal 

itu akan menghasilkan pendapatan asli desa. Namun, apabila potensi desa 

tidak begitu besar dan hanya mengandalkan potensi agraris yang 

bergantung kepada musim/cuaca tentunya hal ini akan mengakibatkan 

perkembangan ekonomi yang lambat. Factor tersebut juga tentunya harus 

bersinergi, karena apabila suatu desa mempunyai potensi yang besar dalam 

sisi sumber daya alamnya, tanpa di dukung dengan potensi sumber daya 

manusianya tentunya tidak akan cepat maju. Akan berbeda pula apabila 

suatu desa dengan sumber alam yang terbatas, namun apabila didukung 
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dengan sumber daya manusia yang baik, tentunya hal ini akan dapat 

mempengaruhi terhadap percepatan perkembangan pembangunan desa. 

 Disini potensi alam Desa Tanjung Medan diantaranya: 

 Perkebunan  

Di sektor perkebunan terdiri dari perkebunan kelapa sawit dan 

perkebunan karet. 

 Pertanian  

Di sektor pertanian terdiri dari sawah dan ladang yang merupakan 

sumber pangan bagi masyarakat setempat. 

 

2.5 Pandangan Islam dalam Pembangunan   

  Islam adalah agama yang juga memperhatikan pembangunan di  bumi ini, 

pembangunan dalam islam telah tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. 

Alqur’an dan sunnah merupakan pedoman bagi manusi adalam menjalankan 

kehidupan di dunianunutk menuju ke akhirat kelak. Kedua sumber ini juga 

merupakan titik awal dari perumusan kebijakan pembangunan.  

  Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam merupakan seorang nabi dan 

rasul, seorang pemimpin yang wajib ditiru dan diikuti. Dalam hadistnya 

Rasulullah bersabda “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka 

ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih burukdari hari 

kemarin maka ia termasuk orang yang merugi.hal ini menunjukan bahwa 

rasulullah ingin manusia membangun mulai dari diri sendiri.  
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رُوا مَا  ىٰ  يُغَيِّ رُٰ مَا بقَِوْمٰ  حَتَّ َٰ لَٰ يُغَيِّ ۗ ٰ  إنَِّٰ اللَّّ  ِٰ  لهَُٰ مُعَقِّبَاتٰ  مِنْٰ بَيْنِٰ يَدَيْهِٰ وَمِنْٰ خَلْفِهِٰ يَحْفَظُونَهُٰ مِنْٰ أَمْرِٰ اللَّّ

ۗ ٰ  وَمَا لهَُمْٰ مِنْٰ دُونِهِٰ مِنْٰ وَالٰ  ُٰ بقَِوْمٰ  سُوءًا فَلَٰ مَرَدَّٰ لَهُٰ 
ۗ ٰ وَإذَِا أَرَادَٰ اللَّّ  بأِنَْفُسِهِمْٰ 

 

Artinya “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS: Ar-

Ra’d : 11).  

Dalam Ayat ini sudah jelas jika suatu kaum ingin berubah, maka kaum 

tersebut terlebih dahulu merubahnya. Karena denganadanya perubahan maka hal-

hal yang ingin dicapai dapat terlaksana. 

2.6   Defenisi konsep 

 Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

a. Otonomi Desa 

Otonomi desa adalah pemberian hak/wewenang dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik itu 

dalam segi pemerintahan maupun dalama segi pembangunan, 

pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan segala aspek yang 

berorientasi pada suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut 
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b. Pembangunan Desa 

Pembangunan desa merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah 

desa untuk melakukan suatu perubahan yang berkelanjutan yang sesuai 

dengan visi-misi desa agar mencapai tujuan tersebut, pembangunannya 

meliputi pembangunan fisik (sarana dan prasarana), sosial, budaya, dan 

juga ekonomi. 

2.7 Konsep Operasional 

Menurut Singgaribun (1989:46) konsep operasional merupakan unsur yang 

memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat diketahui indikator apasaja sebagai pendukung untuk analisa 

variabel tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

dalam pasal 80 bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian 

terhadap kebutuhan masyarakatdesa yaitu: 

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 

b. Pembangunan dan pemeliharan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi, dan 

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 
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Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep 

operasional 
Indikator Sub indicator 

Pelaksanaaan 

pembangunan 

di Desa 

Tanjung 

Medan 

Kecamatan 

Cerenti 

1. Pembangunan dibidang 

pendidikan 

 

 

2. Pembangunan dibidang 

kesehatan rakyat 

 

 

 

3. Pembangunan dibidang 

infrastruktur desa 

 

 

4. Pembangunan dibidang 

pertanian 

 
 

 

 

5. Pembangunan dibidang 

keagamaan 

1. Membangun dan 

memelihara gedung 

sekolah 

 

1. Penyediaan posyandu 

2. Penyediaan 

puskesmas 

 

 

1. Pembuatan drainase 

2. Jalan 

3. Pembuatan jembatan 

 

1. Pembinaan petani 

oleh desa 

2. Penyediaan bibit 
unggul 

3. Subsidi pupuk 

 

1. Mauludan 

2. Tahlilan 

3. Penyantunan anak 

yatim 

Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 ayat 3 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan Undang-undang diatas, sehingga penulis dapat melakukan 

analisa lebih lanjut, maka disini dapat dilihat kerangka pemikiran tentang analisis 

pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pembangunan Desa Tanjung Medan 

Kecamatan Cerenti 

 

Terlaksana 

Belum Terlaksana 

Pelaksanaan Pembangunan 

Di Desa Tanjung Medan Kecamatan 

Cerenti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakuakan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lain.(Sugiyono 2011:11). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Alasan 

penulis lokasi ini adalah karena penulis masih melihat adanya permasalahan 

dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui responden penelitian yang 

merupakan sumber informasi utama dalam penelitian ini melalui 

wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, akan 

tetapi melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya.  

Data yang diperoleh adalah: 

a. Data kondisi geografis, 
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b. Data jumlah penduduk, serta 

c. Pertaturan-peraturan 

3.4 Informan penelitian 

Informan penelitian adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi 

dalam pembahasan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi Informan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Tabel Informan Penelitian 

No  Infornan Jumlah 

1.  Kepala Desa 1 

2.  Kepala Urusan Pembangunan 1 

3.  Aparatur Pemerintahan Desa 1 

4.  Ketua BPD 1 

5.  Tokoh masyarakat 5 

Jumlah  9 

Sumber:Data Survei 2021 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan atau Observation 

Dalam penelitian ini penulis secara langsung mengamati pembangunan 

yang terdapat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, serta 

mengamati kondisi yang terdapat di Desa Tanjung Medan. 

2. Wawancara atau interview 

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi 

secara langsung dengan responden mengenai hal-hal yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Adapun responden pada penelitian ini adalah kepala 
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desa, Kepala Urusan pembangunan, ketua BPD, ketua LPM, tokoh  

masyarakat. 

3. Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini sangatlah penting adanya Dokumentasi. 

Dokumentasi disini biasanya berbentuk poto-poto ditempat penelitian 

sebagai bukti adanya penelitian dan sebagai pertanggung jawaban 

penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode ini 

menggunakan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau dari perkataan yang 

telah diamati. Selanjutnya jika data penelitian yang dibtuhkan sudah terkumpul, 

peneliti dapat menganalisis dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Maka dari situlah mendapatkan 

hasil yang akurat. 

 Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 3 teknik analisa data tersebut yaitu : 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak 

perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

  Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Tanjung Medan  

 

Desa Tanjung Medan adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan 

Cerenti Kabupaten  Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Tanjung Medan 

merupakan desa yang mekar pada tanggal 15 februari 2005 dari desa Sikakak 

yang pada saat ini dihuni oleh 297 kepala kelaurga dan 1.176 jiwa. Yang pada 

umumnya berasal dari desa induk yaitu desa Sikakak, hanya sebagian kecil saja 

yang datang dari desa tetangga, seperti Pulau panjang inuman, Kompe Berangin 

dan lainnya. Dengan berbagai macam mata pencaharian seperti petani karet, 

petani padi, pencari ikan, berniaga dan lain sebagainya.    

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa diantara 12 desa 

dikecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 680 Ha 

yang terbagi atas 3 dusun yaitu dusun pulau kanji,dusun sungai tobek, dusun 

danau raja.  

Ditinjau dari letak geografisnya desa Tanjung Medan mempunyai batas 

wilayah : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kompe Berangin  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sikakak  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir  

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru  

Sedangkan Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan :
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- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan   : 3.5 Km 

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten   : 60 Km 

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi  : 215 Km 

Desa Tanjung Medan beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa 

Tanjung Medan sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim 

panas dan musim hujan.Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi 

sebagai daerah pertanian dan perkebunan. 

4.2 Gambaran Pemerintah Desa Tanjung Medan 

1. Kepala Desa  

 Kepala Desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban 

sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarkan rumah tangga 

desa, merupakan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban utama 

dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan desa 

adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentaman dan 

ketertiban sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sekretaris Desa  

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala 

Desa.Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, 

pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan 

administrasi Kepala Desa. Untuk menjalankan tugas tersebut maka 

sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagi berikut:  
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a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

laporan.  

b. Melaksanakan urusan keuangan desa.  

c. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.  

d. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala 

desa berhalangan melaksanakan tugas. 

3. Kepala Urusan 

Kepala urusan berkedudukansebagai unsur pembantu sekreataris 

dalam bidang tugasnya, kepala urusanempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai 

urusan pembangunan, keuangan dan umum dengan tugas 

bidangnya masing-masing. 

b. Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya 

dalam membantu sekretaris desa. 

4. Kepala Dusun  

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur 

pembantunnpelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja yang 

telah ditetapkan. Kepala usun mempunyai tugas menjalankan kegiatan 

yang dilimpahkan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas 

kepala dusun adalah sebagai berikut:  
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a. Melaksanakan kegiatan pemerintahn pembangunan dan 

kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam 

wilayah kerjanya.  

b. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa.  

c. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.  

5. Ketua RW  

Tugas ketua RW adalah perpanjangan tangan Kepala Desa dan 

Kepala Dusun untuk menjalankan pemerintahan desa yang menyangkut 

pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.  

6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah 

lembaga masyarakat si desa yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat dan merupakan wahana partisipasi masyarakt dalam 

membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan 

prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi 

aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan 

dan keamanan.  

7. BPD (Badan Permusyarawatan Desa)  

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) memiliki tugas yakni 

membahas dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan 

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pimpinan dan anggota daro 
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BPD tidak diperbolehhkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa 

maupun perangkat desa. 

STRUKTUR ORGANISASI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN 

CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

4.3 Jumlah Penduduk 

Masyarakat Desa Tanjung Medan merupakan masyarakat yang dihuni 

oleh suku bangsa melayu, batak dan minang. Berdasarkan data statistik pada 

Kantor Desa Tanjung Medan Tahun 2021, jumlah penduduk Desa Tanjung Medan 

berjumlah 1.176 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 297 KK, terdiri dari 

laki-laki berjumlah 674 jiwa dan perempuan 574 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

KEPALA DESA 

MUHAMMAD NERU 

BPD 

RIO GUNAWAN 

LPMD 

 

SEKRETARIS 

MUHAMMAD ZEN 

BENDAHARA 

 

K.U PEMBANGUNAN 

SABRAN 

K.U UMUM 

ERMANTONI 

KEPALA DUSUN II 

BASRAN 

K.U PEMERINTAH 

EVITA RISKA 

K.U KEUANGAN 

JASBEN ABEN 

KEPALA DUSUN III 

RODI ASMANTONI 

KEPALA DUSUN I 

ARLIZAN 
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Tabel 4.1 Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Nomor Jenis kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 674 

2 Perempuan 574 

Jumlah  1.176 

Sumber data : Kantor Desa Tanjung Medan tahun 2021 

4.4 Mata Pencaharian  

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Medan pada 

umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian 

besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet dan 

kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencapaian pada masyarakat Desa 

Tanjung Medan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Tanjung Medan 

Nomor Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 698 Orang 

2 Pedagang 18 Orang 

3 PNS 5 Orang 

4 Tukang 4 Orang 

5 Guru 9 Orang 

6 Bidan/perawat 1 Orang 

7 Swasta 10 Orang 

8 Lain-lain  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten 

Kuantan Singingi” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa 

Tanjung Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik contohnya, terutama 

perbaikan jalan utama desa Tanjung Medan, pembangunan Drainase primer, 

Pembangunan gorong-gorong, Jalan setapak, MCK umum, Pagar Masjid 

Istiqomah, Poskamling, rehap TK MDA, PAUD dan SD dan yang lebih 

disayangkan pembangunan TK belum ada dilakukan. Dan berdasarkan dalam 

menjalankan operasional pemerintahan desa masih membutuhkan pelatihan- 

peatihan dalam melaksanakan tugasnya. 

Pelaksanaan operasional pemerintah Desa juga belum terealisasi dengan 

baik dapat dilihat jarangnya diadakan sosialisasi dengan aparatur pemerintah 

seperti LPM. 

Peningkatan kualitas untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Desa 

Tanjung Medan sudah terlaksana dengan baik karena telah terdapatnya sarana 

prasrana kesehatan dasar seperti posyandu yang peningkatan dan 

pengembangannya dilakukan setiap tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat khususnyaibu-ibu dan anak-anak.  

Penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah di Desa Tanjung 

Medan sudah dilaksanakan dengan baik seperti pelaksaan wirid atau pengajian 
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yang diadakan setiap minggunya walaupun untuk penggajian guru tahsin belum 

jelas jumlahnya. 

Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan 

desa di desa Tanjung Medan terdapat tiga faktor yang menghambat yaitu 

kepemimpinan Kepala Desa yang kurang mengayomi masyarakat untuk terlibat 

dan aktif mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya agar 

program yang di jalankan tepat sasaran. Selain itu, Kepala Desa seharusnya 

mengusai bidang-bidang pembangunan yang perlu ditingkatkan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa program dasar. 

Ketersediaan dana desa yang tidak dikelola secara efisien juga menjadi 

faktor penghambat. Dana desa yang tersedia di alokasikan pada program-program 

pembangunan fisik yang cukup besar, namun dalam pengelolaannya yang kurang 

tepat akan menyebabkan kekurangan dana pada program yang berjalan sehingga 

program lain terpaksa ditunda. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya aparatur 

desa bersama masyarakat sama-sama merumuskan rencana pengelolaan dana 

secara matang dan terealisitis agar mendapatkan gambaran penggunaan dana yang 

tepat. 

Partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Medan dapat di katakana kurang 

aktif, hal ini di buktikan dengan kurang berperannya masyarakat dalam rapat dan 

kegiatan pembangunan, masyarakat juga kurang mengetahui program-program 

yang dijalakan, akhirnya kurangnya kontrol pengawasan dan evaluasi program 

hanya di ketahui aparatur desa saja. 
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6.2  Saran 

Berdasarkan peneliti tentang analisis pelaksanaan pembangunan di Desa 

tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah Desa Tanjung Medan 

Pemerintah Desan Tanjung Medan diharapkan agar lebih meningkatkan 

kualitas SDM karna SDM merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembangunan, diharapkan juga untuk menjalin komunikasi yang baik kepada 

masyarakat agar masyarakat desa dapat mendukung dalam pembangunan desa, 

selain itu pemerintah Desa Tanjung Medan juga diharapkan lebih transparansi dan 

keterbukaan informasi apapun di Desa Tanjung Medan. Karena dengan 

terbukanya informasi, serta komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat 

berjalan baik, maka bukan tidak mungkin masyarakat lebih semangat dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. Untuk masalah lain, pemerintah Desa 

Tanjung Medan, dan penyelenggara pemerintah desa yang lainnya dapat 

bekerjasama dalam hal menampung keinginan masyarakat dan dapat menertibkan 

masyarakatnya, dan juga diharapkan bisa merangkul masyarakat agar lebih 

terdorong untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Desa 

Tanjung Medan. Sebagai salah satu contoh yang perlu di jalankan adalah 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program 

swadaya untuk menambah pengetahuan masyarakat, misalnya dengan 

mengadakan sosialisasi pentingnya program pertanian dan perkebunan karena 

mayoritas masyarakat Desa Tanjung Medan adalah petani dan juga mengadakan 
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penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam 

pembangunan desa, Disamping itu pemerintah desa juga harus mampu 

menjalankan kepemimpinan sesuai karakternya masyarakatnya. Dengan demikian, 

akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan 

program pembangunan Desa. 

2. Masyarakat 

Kepada masyarakat Desa Tanjung Medan peneliti berharap agar lebih 

berpartisipasi dalam hal pembangunan di desa dan berpartisipasi membantu 

pemerintah desa dalam menangani hal-hal yang dianggap menghambat 

pembangunan di desa, dengan berpartisipasinya masyarakat akan menjalin 

komunikasi yang baik, jika hanya pemerintah desa saja yang melaksanaakan 

pembangunan di desa tentu tidak akan berjalan sepenuhnya.hal ini pastinya 

membutuhkan kerjasama segala pihak terutama masyarakat dan pemerintah desa. 
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